BUPATI GIANYAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR

Menimbang

a.

NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

bahwa dengan adanya kekeliruan perujukan Pasal dalam Pasal 25
Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan mengakibatkan

terjadinya ketidak pastian hukum dalam penerapannya;

bahwa untuk menjamin kepastian Hukum dan mencegah terjadinya hal-
hal yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku serta demi kelancaran pelaksanaan pemungutan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan maka Peraturan Daerah
Kabupaten Gianyar Nomor 16 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan sudah tidak sesuai dan perlu dilakukan

perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 16 Tahun 2010

tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;



Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat 1l dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat | Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76;

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Keduaatas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak

Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau



Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah
Kabupaten Gianyar Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR
dan
BUPATI GIANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH  TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 16
TAHUN 2010 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN.

Pasal |

Ketentuan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 16 Tahun 2010 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun
2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 16) diubah
sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah / Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan
lelang Negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 12 ayat
(1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 7.500.000 (tujuh

juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.



(2) Pejabat Pembuat Akta Tanah / Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan
lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)
dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh

ribu rupiah) untuk setiap laporan.

(3) Kepala Kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan.

Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 10 Pebruari 2014
BUPATI GIANYAR,
ttd.
A. A. GDE AGUNG BHARATA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 10 Pebruari 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,
ttd.
IDA BAGUS GAGA ADI SAPUTRA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2014 NOMOR 2.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan HAM setda. Kab. Gianyar
ttd.

Ida Ayu Nyoman Tirta, SH., MAP.

Pembina Tingkat |

NIP. 19630315 199201 2 002




